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KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 060 / 2286 TAHUN 2022
TENTANG

PETA PROSES BISNIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang
tatalaksana untuk mewujudkan sistem pemerintahan
yang tepat fungsi dan tepat proses, perlu menetapkan
peta proses bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Kebumen;

b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor
060/36/KEP/2020 Tahun 2020 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen sudah
tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
tentang Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia un 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta
Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

11.

12.

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6
Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 161);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 184);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Peta Proses Bisnis Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
merupakan acuan bagi Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen agar :

a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif
dan efisien;

b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak
internal maupun eksternal mengenai proses bisnis
yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan
organisasi; dan

c. terdapat keselarasan dalam penyusunan standar
operasional prosedur.

Pada saat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen ini mulai
berlaku, Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Keputusan



KEEMPAT

Sekretaris Daerah  Kabupaten Kebumen  Nomor
060/36/KEP/2020 Tahun 2020 tentang Peta Proses
Bisnis Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 02 Juni 2022

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
RIKANAN DAN




LAMPIRAN
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PETA PROSES BISNIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN

Peta proses bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen merupakan aset penting organisasi
yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau
database organisasi yang melibatkan seluruh elemen organisasi dalam
penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan
dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis dan
rencana kerja.

Peta Proses Bisnis digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri
atas peta proses, peta sub proses, peta relasi dan peta lintas fungsi. Hasil
penyusunan peta proses bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan seluruh program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026;

b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen;

c. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

d. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen; dan

e. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh

kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan



Kabupaten Kebumen sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana
kerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan visi, misi, tujuan,
sasaran dan program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1. VISI DAN MISI

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, visi Bupati
Kebumen adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi
pembangunan, yaitu:

a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan
birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;

b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan
dan kebutuhan dasar lainnya;

c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi
sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan
agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan; dan

e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Berdasarkan visi dan misi Bupati Kebumen periode Tahun 2021-

2026 tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan

Perikanan  Kabupaten Kebumen sesuai dengan fungsi strategisnya

menjabarkan Misi Bupati yang ketiga dan keempat. Adapun Misi Bupati

ketiga yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui
pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal
yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan dengan tujuan

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan

masyarakat. Selanjutnya penjabaran Misi Bupati yang keempat adalah

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan dengan tujuan Meningkatnya kegiatan ekonomi

sektor primer.

2. TUJUAN DAN SASARAN
Berdasarkan pada rumusan visi dan misi Bupati Kebumen yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026, maka penjabaran tujuan dan sasaran Mewujudkan daya saing



ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam,

pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi

kerakyatan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Kebumen sebagai berikut:

a. Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen yang pertama yaitu “Meningkatkan
kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat” dengan
perkiraan capaian awal tahun 2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
sebesar 73,92% dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun
2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan capaian Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup sebesar 74,45%. Selanjutnya tujuan jangka
menengah Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen yang kedua adalah “Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor
primer”. dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 PDRB ADHK Sektor
Primer sebesar 5.090,09 miliar dengan prospek pada akhir perencanaan
pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan capaian atau
PDRB ADHK Sektor Primer sebesar 6.643,72.

b. Sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen yang pertama adalah “Meningkatnya
kualitas lingkungan hidup” dengan perkiraan capaian awal tahun 2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 73,92% dengan prospek
pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan
mendapatkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar
74,45%. Selanjutnya sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan
Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yang kedua adalah
“Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan” dengan
perkiraan capaian awal tahun 2021 persentase Peningkatan Nilai
Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar 2,00% dengan prospek
pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan
mendapatkan capaian Meningkatnya nilai produksi kelautan dan
perikanan sebesar 9,00%.

3. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Kebumen adalah membantu Bupati dalam melaksanakan wurusan

pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan dan

bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Kebumen yaitu:

a. penyusunan rencana dan program di bidang pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan, kehutanan, penataan dan peningkatan



kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, perikanan
tangkap dan perikanan budidaya;

b. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan
hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan
perikanan budidaya;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan
hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan
perikanan budidaya;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan
hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan
perikanan budidaya;

e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas
lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan
tangkap, dan perikanan budidaya;
pelaksanaan administrasi Dinas;

g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;

4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan

dan Perikanan Kebumen secara rinci sebagai berikut:

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak bersama Rakyat.

MISI 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui
pengembangan potensi sumberdaya alam, pariwisata da
kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi
kerakyatan

MISI 4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan |Meningkatnya |Peningkatan|Menurunkan tingkat
kualitas kualitas kualitas pencemaran dan kerusakan
lingkungan lingkungan lingkungan |lingkungan hidup termasuk
hidup untuk |hidup hidup pencemaran udara, air, dan
kesejahteraan tanah, dengan :
masyarakat peningkatan Ruang

Terbuka Hijau (RTH),
pembinaan masyarakat
sadar lingkungan hidup,
pembinaan pada pelaku
usaha dan/kegiatan dalam
pengolahan air limbah
domestik, dan pencemaran
udara, penerapan regulasi




daya dukung dan daya
tampung dalam penataan
dan peningkatan
pengawasan lingkungan

hidup
Meningkatkan |Meningkatnya |Peningkatanja. Peningkatan produksi
kegiatan nilai produksi |nilai perikanan dan kelautan,
ekonomi sektor|kelautan dan |produksi dengan :
primer perikanan perikanan 1. pengembangan
dan perikanan tangkap
kelautan dengan : pemberdayan

nelayan, peningkatan
cakupan perijinan
usaha perkapalan,
penyediaan fasilitas
penangkapan ikan,
pengembangan usaha
garam,
mengembangkan
kawasan tambak
udang (shrimp estate).
2. pengembangan
perikanan darat,
dengan :
pengembangan
kelompok budidaya
perikanan,
pengembangan ikan air
tawar, pemberian
sarana prasarana
perikanan budidaya
b. Pengembangan agrobisnis
berbasis Kawasan dan/
koperasi, Penguatan
kapasitas teknis dan
kelembagaan,
c. Pengembangan produk
olahan hasil perikanan,
Pengembangan komoditas
bernilai tinggi

Sumber Data : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

5. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu Dinas Lingkungan
Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:
a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan:
a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
b) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota



b. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) terdiri dari:
1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Hidup Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan:

a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media
Tanah, Air, Udara, dan Laut

b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

c) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan:

a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

b) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup

3) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Hidup Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan:

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

c) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), terdiri dari
1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota,
dengan rincian sub kegiatan :

a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

c) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), terdiri dari :
1) Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3, dengan rincian sub
kegiatan :

a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara
Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

b) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan
Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH, terdiri dari



1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan
a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan

dan/atau Izin PPLH
b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan
Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, terdiri dari :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegitan :

a) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
b) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, terdiri dari

1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota,n dengan rincian sub kegiatan :

a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia
Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan :

a) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH
Kabupaten /Kota

b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi,
Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup
di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan

i. Program Pengelolaan Persmpahan, terdiri dari :

1) Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan rincian sub kegiatan :

a) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah
Kabupaten/Kota

b) Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan,
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

c) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

d) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan



J-

e) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri dari :

1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan rincian sub
kegiatan :

a) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
b) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

2) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah

Kabupaten/Kota, terdiri dari :

a) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

b) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan
Kelembagaan Nelayan Kecil

3) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
(TPI), dengan rincian sub kegiatan :

a) Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

4) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran
sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincin sub kegiatan :

a) Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran
sampai dengan 10 GT

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri dari :

1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya lkan Kecil
(TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan rinian sub
kegiatan :

a) Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan
Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan rincian sub kegiatan :
a) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan lkan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
b) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan lkan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
c) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
d) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
e) Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan
Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
l. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri
dari :
1) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat



Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan

a) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat

Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

m. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :

1)

2)

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi
Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan
rincian sub kegiatan :

a) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau
Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro
dan Kecil

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri

Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan

rincian sub kegiatan :

a) Peningkatan Ketersediaan lkan untuk Konsumsi dan Usaha
Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

b) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro
dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

n. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

terdiri dari:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:

a)
b)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian

Sub Kegiatan:

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

SKPD

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian Sub

Kegiatan:

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

e)

f)

Penyediaan Bahan/Material
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:

a) Pengadaan Mebel



b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
dengan rincian Sub Kegiatan:
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:
a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Pemeliharaan Mebel
c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

6. PETA PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Kebumen digambarkan berdasarkan jenis gambar

peta terdiri atas:

a.
b.

C.

peta proses,
peta sub proses,

peta relasi; dan

d. peta lintas fungsi (cross functional map).

Tahap-tahap yang ditempuh dalam memetakan proses pada Dinas

Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut:

a.

mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan

berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;

. menganalisis sasaran strategis dalam rencana strategi dan dijabarkan

menjadi daftar kegiatan;

mengkategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja
menjadi peta proses bisnis;

setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;

setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi
(cross functional map) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu

proses beserta unit organisasi;



f. membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan

(relationship map) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur

organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan

g. berdasarkan peta lintas fungsi (cross functional map) Standar

Operasional Prosedur dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan

apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan

mutu baku.

Peta proses bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kebumen menjadi bagian dari seluruh peta proses bisnis

Pemerintah Kabupaten Kebumen yang saling berkaitan secara langsung.

Selengkapnya, gambar peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen

sebagai berikut:

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PROSES PENDUKUNG

E
B
Kebijakan/ i
regulasi b
;
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dan layanan :
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dan layanan
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o - - -

7

OUTPUT
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6.1. PETA PROSES

Peta proses bisnis merupakan peta yang menggambarkan seluruh

proses atau seluruh aktivitas yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Dimana aktivitas tersebut

adalah proses utama.



Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai
utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan
pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh
langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi,
misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap
permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna;

Berdasarkan jumlah sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Kebumen terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu
“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan
Masyarakat”, dan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer”
selanjutnya menjadi Peta Proses Bisnis pada Dinas Lingkungan Hidup
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sekaligus sebagai proses
utama yaitu KBM.DLHKP-01 “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
untuk Kesejahteraan Masyarakat” dan KBM.DLHKP-02 “Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi sektor primer”.

Selengkapnya, gambar Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

PETA PROSES BISNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
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Sumber Data: Dokumen Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas
Lingkungan Hidup Kelautan Dan Perikanan Kabupaten
Kebumen Tahun 2022



6.2. PETA SUB PROSES
Peta Sub Proses Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen yaitu :
1. KBM.DLHKP-01 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk

Kesejahteraan Masyarakat, sebagai berikut:

a. KBM.DLHKP-01.01 Menyusun Perencanaan Lingkungan Hidup,
didukung oleh peta sub sub proses;

a.l. KBM.DLHKP-01.01.01
Merencanakan Perlindungan dan Mengelola Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabupaten /Kota.

b. KBM.DLHKP-01.02 Meningkatkan  Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat,
didukung oleh peta sub sub proses;

b.1. KBM.DLHKP-01.02.01
Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Daerah kabupaten/Kota.

c. KBM.DLHKP-01.03 Mengelola Keanekaragaman Hayati (Kehati),
didukung oleh peta sub sub proses;

c.1. KBM.DLHKP-01.03.01
Mengelola Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

d. KBM.DLHKP-01.04 Mengelola Persampahan,

didukung oleh peta sub sub proses;
d.1. KBM.DLHKP-01.04.01
Mengelola Sampah.

e. KBM.DLHKP-01.05 Mengendalikan Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3),
didukung oleh peta sub sub proses;

e.l. KBM.DLHKP-01.05.01
Menyimpan Sementara Limbah B3.

f. KBM.DLHKP-01.06 Mengendalikan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup,
didukung oleh peta sub sub proses;

f.1. KBM.DLHKP-01.06.01
Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota.

f.2. KBM.DLHKP-01.06.02
Menanggulangi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota.

£.3. KBM.DLHKP-01.06.03
Memulihkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota.



g. KBM.DLHKP-01.07 Membina dan Mengawasi Izin Lingkungan dan
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),
didukung oleh peta sub sub proses;

g.1. KBM.DLHKP-01.07.01
Membina dan MengawasiTerhadap Usaha dan/atau Kegiatan
yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

h. KBM.DLHKP-01.08 Mengelola Penanganan Pengaduan Lingkungan
Hidup,
didukung oleh peta sub sub proses;

h.1. KBM.DLHKP-01.08.01
Menyelesaikan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan
dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

i. KBM.DLHKP-01.09 Mengelola Penghargaan Lingkungan Hidup untuk
Masyarakat,
didukung oleh peta sub sub proses;

i.1. KBM.DLHKP-01.09.01
Memberikan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota.

Selengkapnya, gambar Peta Sub Proses pada KBM.DLHKP-01
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat,
sebagai berikut:

KBM.DLHKP-01

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
untuk Kesejahteraan Masyarakat

Data/Informasi

| L

Data/Informasi

[

Data/Informasi Data/Informasi




6.3. PETA SUB SUB PROSES

Adapun untuk peta sub sub proses pada KBM.DLHKP-01 bisa dilihat pada
gambar dibawah ini ;
a. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.01
Menyusun Perencanaan Lingkungan Hidup,
didukung oleh peta sub sub proses;
a.l. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.01.01
Merencanakan Perlindungan dan Mengelola Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabupaten/Kota.

KBM.DLHKP-01.01

Data Data
/Informasi Menyusun Perencanaan /Informasi
— e

Lingkungan Hidup
-L
/Informasi

Data

Data
[Informasi

Data
/Informasi
Data Data
JInformasi | [/Informasi

b. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.02
Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup

untuk Masyarakat,

didukung oleh peta sub sub proses;

b.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.02.01
Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
kabupaten/Kota.



Data
/Informasi

Data
[Informasi

.
=
—

KBEM.DLHKP-01.02

Meningkatkan Pendidikan,

Pelatihan dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup untuk
Masyarakat

Data
/Informasi

—_—

Data

Data
/Informasi

Data
/Informasi

c. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.03
Mengelola Keanekaragaman Hayati (Kehati),
didukung oleh peta sub sub proses;

c.1l. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.03.01
Mengelola Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

Data
/Informasi

Data
/Informasi

Data
J1Informasi

g
e
—

KBM.DLHKP-01.03

Mengelola Keanekaragaman
Hayati (Kehati)

fInformasi

d. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.04 Mengelola Persampahan,

didukung oleh peta sub sub proses;
d.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.04.01

Mengelola Sampah.



KBM.DLHKP-01.04
Mengelola Persampahan /ntosmast
—

Data
/Informasi

Data
JInformasi

Data
[Informasi

Data
/Informasi

Data Data
I Informasi | [Informasi

e. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.05 Mengendalikan Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3),
didukung oleh peta sub sub proses;

e.1l. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.05.01
Menyimpan Sementara Limbah B3

KBM.DLHKP-01.05

Data

Mengendalikan Bahan =~ | jmformass
Berbahaya dan Beracun
(B3) dan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun
Data (Linibah BS) Data
[Informasi | flaformasi [[nfomwsi
-L'
/Informasi
Data Data
- o ] v&-

f. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.06 Mengendalikan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup,

Data
J/Informasi

didukung oleh peta sub sub proses;
f.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.06.01
Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten /Kota.
f.2. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.06.02
Menanggulangi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten /Kota.



f.3. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.06.03
Memulihkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kabupaten /Kota.

Data
/Informasi
—

Data
/Informasi
—>

Data
/Informasi

KBM.DLHKP-01.06

Mengendalikan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup

Data

/Informasi
—_—

—

Data

Data
/Informasi

g. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.07 Membina

dan

Mengawasi Izin

Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH),

didukung oleh peta sub sub proses;
g.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.07.01
Membina dan MengawasiTerhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin

Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten /Kota.

Data
J/Informasi
e —

Data
[/Informasi

Data
/Informasi

Data
[Informasi

KBM.DLHKP-01.07

Membina dan Mengawasi Izin

Lingkungan dan Izin Perlindungan
an Pengelolaan Lin

Hidup (PPLH

ngan

Data

Data
/Informasi

Data
/Informasi

Data

h. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.08 Mengelola Penanganan

Lingkungan Hidup,

Pengaduan



didukung oleh peta sub sub proses;
h.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.08.01
Menyelesaikan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan

Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

Data
J/Informasi
—

Data
/Informasi
—>

Data
/Informasi

KBM.DLHKP-01.08

Mengelola Penanganan
Pengaduan Lingkungan Hidup

—

Data
/Informasi
—_—

Data
/Informasi

Data
[Informasi

Data
/Informasi

Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.09 Mengelola Penghargaan Lingkungan
Hidup untuk Masyarakat,

didukung oleh peta sub sub proses;

i.1.

Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.09.01

Memberikan Penghargaan Lingkungan

Kabupaten /Kota.

Hidup Tingkat

Daerah

Data
JInformasi

Data
/Informasi

Data
J/Informasi

Data

/Informasi

|

KBM.DLHKP-01.09

Mengelola Penghargaan

Lingkungan Hidup untuk
Masyarakat

Data
/Informasi
—_—
Data
J1nformasi
—

Data
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Data
/Informasi

2. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-02 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
sektor primer, sebagai berikut:
a. KBM.DLHKP-02.01 Mengelola Perikanan Budidaya,



didukung oleh peta sub sub proses;
a.l. KBM.DLHKP-02.01.01
Menerbitkan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil(TDPIK)
Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
a.2. KBM.DLHKP-02.01.02
Mengelola Pembudidayaan Ikan.
b. KBM.DLHKP-02.02 Mengelola Perikanan Tangkap,

didukung oleh peta sub sub proses;

b.1. KBM.DLHKP-02.02.01
Mengelola Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam
1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

b.2. KBM.DLHKP-02.02.02
Memberdayakan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

b.3. KBM.DLHKP-02.02.03
Mengelola dan Menyelenggarakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

b.4. KBM.DLHKP-02.02.04
Menerbitkan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai
Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/ Kota.

c. KBM.DLHKP-02.03 Mengawasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,

didukung oleh peta sub sub proses;

c.1. KBM.DLHKP-02.03.01
Mengawasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat
Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota.

d. KBM.DLHKP-02.04 Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan,

didukung oleh peta sub sub proses;

d.1. KBM.DLHKP-02.04.01
Membina Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

d.2. KBM.DLHKP-02.04.02
Menyediakan Dan Menyalurkan Bahan Baku Industri Pengolahan
Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Selengkapnya, gambar Peta Sub Proses pada KBM.DLHKP-02
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer, sebagai berikut :



KBM.DLHKP-02
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor

primer Data/informasi

Data/informasi Data/informasi

Data/informasi

Adapun untuk peta sub sub proses pada KBM.DLHKP-01 bisa dilihat pada
gambar dibawah ini ;
a. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-02.01 Mengelola Perikanan Budidaya,
didukung oleh peta sub sub proses;
a.l. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.01.01
Menerbitkan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil(TDPIK) Dalam
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
a.2. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.01.02
Mengelola Pembudidayaan Ikan.

KBM.DLHKP-02.01
Mengelola Perikanan Budidaya

Data
/Informasi

b. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-02.02 Mengelola Perikanan Tangkap,

didukung oleh peta sub sub proses;

b.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.02.01
Mengelola Penangkapan lkan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

b.2. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.02.02
Memberdayakan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

b.3. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.02.03



Mengelola dan Menyelenggarakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

b.4. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.02.04
Menerbitkan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai
Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota.

KBM.DLHKP-02.02
Mengelola Perikanan Tangkap

Data
/Informasi
Data
/Informasi

c. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-02.03 Mengawasi Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan,
didukung oleh peta sub sub proses;
c.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.03.01
Mengawasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan
Dalam Kabupaten/ Kota.

KBM.DLHKP-02.03

Mengawasi Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan

Data
/Informasi




d. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-02.04 Meningkatkan Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan,

didukung oleh peta sub sub proses;
d.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.04.01
Membina Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
d.2. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.04.02
Menyediakan Dan Menyalurkan Bahan Baku Industri Pengolahan
Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Data
/Informasi

Data
/Informasi

KBM.DLHKP-02.04

Meningkatkan Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan

Data
/Informasi

3. KBM.DLHKP-03 Mengelola Data dan Teknologi Informasi Komunikasi,

sebagai berikut:

a. KBM.DLHKP-03.01 Mengelola Data dan Informasi
b. KBM.DLHKP-03.02 Mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Selengkapnya, gambar Peta Sub Proses pada KBM.DLHKP-03 Mengelola
Data dan Teknologi Informasi Komunikasi, sebagai berikut, sebagai berikut :

Data/Informasi

Data/Informasi

KBM.DLHKP-03

Mengelola Data dan Teknologi

Informasi Komunikasi

Data/Informasi

Data/Informasi




4. KBM.DLHKP-04 Mengelola Administrasi Dan Umum, sebagai berikut:
a. KBM.DLHKP-04.01 Mengelola Administrasi Kepegawaian

b. KBM.DLHKP-04.02 Mengelola Perencanaan dan Keuangan

c. KBM.DLHKP-04.03 Mengelola Pengadaan Dan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah

d. KBM.DLHKP-04.04 Mengelola Administrasi Umum

Selengkapnya, gambar Peta Sub Proses pada KBM.DLHKP-04 Mengelola
Administrasi Dan Umum, sebagai berikut, sebagai berikut :

KBM.DLHKP-04
Mengelola Administrasi dan Umum

Data/Informasi Data/Informasi

=
T

Data/Informasi Data/Informasi

5. KBM.DLHKP-05 Mengelola Organisasi dan Tatalaksana, sebagai berikut:
a. KBM.DLHKP-05.01 Mengelola Penataan SDM dan Kelembagaan

b. KBM.DLHKP-05.02 Mengelola Tatalaksana dan Pelayanan Publik

Selengkapnya, gambar Peta Sub Proses pada KBM.DLHKP-05 Mengelola
Organisasi dan Tatalaksana, sebagai berikut, sebagai berikut :

KBM.DLHKP-05

Data/Informasi |~ Mengelola Organisasi dan Data/Informasi

> Tatalaksana <

Data/Informasi Data/Informasi




6.3. PETA RELASI

Peta relasi (relationship map) adalah peta yang menggambarkan dan
menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses
yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta Relasi ini penting untuk
dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proes
sehingga tercapai output yag ditentukan.

Selengkapnya, gambar Peta Relasi Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai berikut :
a. KBM.DLHKP-01

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan

Masyarakat

- PETA RELASI DLHKP KABUPATEN KEBUMEN

KBM.DLHKP-01
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan

Masyarakat
Perangkat Daerah Unit Kerja/Instansi

Pemerintah Desa

e BAPPEDA Seluruh Pemerintah e DPRD
e DPUPR Desa di Kabupaten e Kehutanan
e KOMINFO Kebumen e BKSDA
e BPBD o LSM
e Satpol PP X e Rumah Sakit
e DPMPTSP e Puskesmas
e Disporawisata e KLHK e BPS
e Setda (Bag. Hukum, e Kemendagri e Disdik
Organisasi, PBJ) e Kemenpan RB e BPDASHL
o KEMENAG e BNPB e BB WSO
e Disdikpora e BPKP e PROBOLO
e Dinkes e UPT Lab. Lingkungan
e UPT Persampahan
e Telkom
e PLN
e KAN
Pemerintah Prov. Pemerintah Daerah e Pengadilan
Jateng Lain e Geopark Karang
Sambung, Karang
e LHKPN Provinsi e Pemerintah Bolong
Jateng Provinsi Se e LIPI
e Bappeda Indonesia e BPN Kabupaten
Provinsi Jateng e Pemerintah Kebumen
e Disdik Provinsi Kabupaten se
Indonesia




b. KBM.DLHKP-02

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer

- PETA RELASI DLHKP KABUPATEN KEBUMEN |

KBM.DLHKP-02
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer

Perangkat Daerah Pemerintah Desa Unit Kerja/Instansi

o Bappeda Seluruh Pemerintah e DPRD
. K9m|nfo Desa di Kabupaten e Pol Air
e Distapang Kebumen e TNIAL
. B!DMPTSP e Kehutanan
! G .
. ) e PSPL Serang
e Disporawisata e KKP e BKSDA
e Disnaker e Kemendagri e LSM
e Setda (Bag. Hukum, e Kemenpan RB e BPS
Organisa!si, PBJ. e BNPB e BALAI MUTU
Ekonomi) o BPKP o DITJEN PDSKP-KKP
e Lab. Karantina lkan
Jogjakarta
Pemerintah Prov. Pemerintah Daerah e CDKDKP Provinsi
Jateng Lain
e DKP Provinsi ¢ Pemfarirjtah
Jateng Provm5|.Se
« Bappeda Indonesia

e Pemerintah
Kabupaten se
Indonesia

Provinsi Jateng




6.4. PETA LINTAS FUNGSI/ CROSS FUNCTIONAL MAP (CFM)
Peta lintas fungsi/cross functional map (CFM) di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai

Kode
Nama

berikut:

: KBM.DLHKP-01.01 CFM-01

: Melakukan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

KBM.DLHKP-01.01 CFM-01
Melakukan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Phase

Inventarisasi

Pelaporan

o .
¥ | (dokumen D3TLH/ Penyesuaian Dokumen Penyusunan ama
= dokumen D3TLH/
A RPPLH RPPLH D3TLH/ RPPLH Perda PPLH kun
sebelumnya
A YA
no_g Penetapan J
8= Perda RPPLH
T
-§ Koordinasi
g #» Pembentukan
@ tim Penyusun
C
2T Update data & ||
= © Informasi TIDAK
82
£S f
= TIDAK




Kode : KBM.DLHKP-01.02 CFM-02

Nama : Melakukan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

KBM.DLHKP-01.02 CFM-02
Melakukan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Phase

Perencanaan

Inventarisir
o ) e(zjtta s Pelaporan
5 Pembentukan ata
e Tim Penyusun —
Proses IKPLHD

. | Pengadaan

—  Jasa
3 Konsultansi
[a W
hd
)
3
& Regulasi,
I Sinkronisasi data
-}
a

Tim Penyusun

Menyusun Data/ ||

Informasi

?

TIDAK




Kode : KBEM.DLHKP-01.03 CFM-01
Nama : Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

KBM.DLHKP-01.03 CFM-01
Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Phase

s Penyusunan
I »  Rancangan Laporan
o PERDES

rY
(%)
g Inventarisasi
g » Permasalahan di
e Desa

—TIDAK:

TIDAK: > Penetapan PERDES

Tentang LH

Bag. Hukum




Kode : KBM.DLHKP-01.04 CFM-02
Nama : Melakukan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

KBM.DLHKP-01.04 CFM-02
Melakukan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Phase
ﬁTIDAK
a
4 < ) Pelaksanaan Penilaian/ Pendampingan Sekolah
T Perencanaan
a » Verifikasi Calon Sekolah YA Adiwiyata Tingkat Provinsit
Adiwiyata (SMU/MA)
o
5 E
@2 3
8 g
4
(G}
<
z Koordinasi,
= Sosialisasi dan
> » Pembinaan
Sekolah
Adiwiyata
c
@© - —
Z
5 2
==
[a '8
S~
a
53
< —
S =g
=2
(72 B
a
2
x @ Pelaksanaan Lomba
2 'g —» Sekolah Adiwiyata —
- Tingkat Provinsi




Kode : KBM.DLHKP-01.05 CFM-01

Nama : Menyusun dan Menetapkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

KBM.DLHKP-01.05 CFM-01

Menyusun dan Menetapkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Phase

DLHKP

:: :: .| Penyusunan RIP
Perencanaan ” Kehati

A

A

Pelaksanaan RIP
Kehati

ingkatkan

[
»

wragaman
vati

D

» FGD

BKSDA | DLHK Prov
y

Pemerhati
Lingkungan

TIDAK

TIDAK




Kode : KBM.DLHKP-01.06 CFM-02

Nama : Mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH)

KBM.DLHKP-01.06 CFM-02
Mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Phase
a.
T Perencanaan
a Inventarisasi Proses Pengadaan » Pengelolaan RTH YA—»{ Laporan
Dokumen Barang/ Jasa
» Perencanaan
il Pengelolaan
§ Kehati TIDAK
[~
hvd
T
—
a
)
a-
a
o
[N
=
=
@)
p4
=
)
[~
Koordinasi
Pengelolaan RTH
=
@)
pv4
|
[NN]
-
o
[aa]
a-
[aa]
p—
o
a o
= a
<
w




Kode : KBM.DLHKP-01.07 CFM-03

Nama : Mengelola Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

KBM.DLHKP-01.07 CFM-03
Mengelola Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

Phase

Inventiarisasi

Mengelola

"| Sarpras Kehati

A

Monev

e oan

o
¥ .
T Sarpras Kehati
o Kabupaten Proses
» Pengadaan
Barang/ Jasa
Poal
o
> f

TIDAK

TIDAK

Inventiarisasi
Sarpras Kehati —
Provinsi

A 4

DLHK Prov.




Kode : KBM.DLHKP-01.08 CFM-04
Nama : Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

KBM.DLHKP-01.08 CFM-04
Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Phase
l TIDAK
X Inventiarisasi Pelatihan, Pembinaan
a Peserta (Lembaga / » dan atau Pendampingan »<_Monev YA »  Pelaporan )
SDM) dalam Pengeloaan Kehati
~
T3
O a
|
i Koordinasi,
g »  Konsultasi,
% Pemateri
<
a
(%]
~
o




Kode : SETDA-01.09 CFM 01

Nama : Menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

KBM.DLHKP-01.09 CFM-01

Menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Phase

DLHKP

Inventarisasi data
terupdate oleh DLHKP
Kebumen

A

TIDAK

YA—>

Input data ke aplikasi
SIPSN

Pelaporan

Kementerian LHK

Menyediakan Aplikasi
SIPSN (Sistem
Informasi Pengelolaan
Sampah Nasional)




Kode : KBM.DLHKP-01.10 CFM-02

Nama : Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota

KBM.DLHKP-01.10 CFM-02
Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Sosialisasi
Pengelolaan Sampah
Tingkat Kecamatan

—YA—>< Pelaporan >

Phase

TIDAK

[a W
hd
T Perencanaan \ 4
&) : :
c
©
-
m . .
% » Koordinasi
(&}
(]
h4

®

(%]

(]

a

Pemerintah




Kode

: KBM.DLHKP-01.11 CFM-03

Nama : Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
KBM.DLHKP-01.11 CFM-03
Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Phase
TIDAK:
o TIDAK
X Rencana Penyediaan &
3 Pengadaan Anggaran Pengelolaan Pelaporan
Barang/ Jasa ~encukupi” Sarpras
Persampahan
v
g - Menyediakan Pengelolaan
X » Anggaran APBD Aset Daerah
0 dan Banprov
v
Z Pengelolaan
3 = Sarpras
L < persampahan —
E oleh desa/
kelurahan




Kode : KBM.DLHKP-01.12 CFM-04

Nama : Mengurangi Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

KBM.DLHKP-01.12 CFM-04
Mengurangi Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Phase
. TIDAK
_?:Leakgs; TIDAK

a

X Fasilitator Pencatatan data

5' Lapangan pengurangan | Pelaporan

(TFL) sampah melaui
bank sampah

< v

O —
E E Koordinasi, Pendampingan
? < Sosialisasi Desa/ Kelurahan

U G ] Pembentukan

o C Pembentukan

s S Bank Sampah Bank Sampah

53

Fasilitasi Lokasi Bank| |
sampah

Desa/ Kelurahan




Kode : SETDA-01.13 CFM 03

Nama : Menangani Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA

KBM.DLHKP-01.13 CFM-05
Menangani Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA

Phase

Penanganan|
Sampah

TIDAK TIDAK

Perumusan iOSIihsaSI
Regulasi eraturan |
Perencanaan >
@ Persampahan Daerah Tentang
Daerah Persampahan
Pengesahan
Regulasi

Persampahan
Daerah

DLHKP

Setda
(Bag. Hukum)

o Penyetoran

x —» Retribusi
e Kebersihan

§ v

©

€

(]

(8]

(J]

~

FGD

DESA/

Masyarakat | KELURAHAN

Kelompok




Kode :KBM.DLHKP-01.14 CFM-01
Nama : Memberikan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

KBM.DLHKP-01.14 CFM-01
Memberikan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Phase
TIDAK
Pendampingan, Pembinaan, B

S Eolen o Laporan

% Perencanaan Fasilitasi N Verifikasi Peme.n.uhan.PersyarataTn sesuai

a izin® N Dokumen Administrasi dan Teknis Sraseddr

Penyimpanan LB3
A
. |Inventarisasi|_| YA

§ dataizin TIDAK

; Perijinan ||

T Elektronik

)

[a)
R § Melengkapi
t5.0 > dokumen
v »n 90
o> g perijinan




Kode :KBM.DLHKP-01.15 CFM-02
Nama : Melakukan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan

Sementara Limbah B3

KBM.DLHKP-01.15 CFM-02
Melakukan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Phase

Sosialisasi, Pendampingan,

Verifikasi .| Verifikasi .| Pembinaan, Pemenuhan emenuhi
p > > . . - YA Pelaporan
erencanaan Dokumen Lapangan Persyaratan Administrasi dan rsyarat

Teknis Penyimpanan LB3

DLHKP

A

A

. |Inventarisasi J
Ll e
perijinan

TIDAK

TIDAK

DLHK Prov




Kode :KBM.DLHKP-01.16 CFM-01
Nama : Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap
Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

KBM.DLHKP-01.16 CFM-01
Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Phase
TIDAK
v Penyediaan sarpras
S b pencegahan Pelaporan
T Perencanaan p ros;s I —> Pencemaran/ T
Q engadaan sarpras laboratorium
Barang/ Jasa lingkungan
> _| Inventariasasi ]
o Sarpras
[a W
V4
5 TIDAK
o YA
25 *) Mengelola lab.
: = Lingkungan —
s (Pengujian Media)

A 4
Konsultansi,
—» Pembinaan, |
Akreditasi

Memenuhi
arat akredit

dan Standarisasi |LINGKUNGAN

Badan Akreditasi




Kode : KBM.DLHKP-01.17 CFM-02
Nama : Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan

Iklim

KBM.DLHKP-01.17 CFM-02
Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Phase
Meneolah data Membuat Laporan/
7 Perencanaan TIDAK & T dokumen Emisi Gas Rumah
T Data cukup YA—» Inventarisasi Emisi i .
= GRK Kab/ Kota Kaca dan Rekomendasi
itigasi Perubahan Ikli
Inventariasasi
—  Emisi Gas
> "|  Rumah Kaca
(@]
& sebelumnya
h4
T
—_
o
k5 v
o
|_
2 Mengumpulkan
© data sekunder
= » terkait Penghasil
‘r:mc 5 Emisi Gas Rumah
= Kaca
S
~
T
©
a




Kode : KBM.DLHKP-01.18 CFM-03

Nama : Mengelola Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

KBM.DLHKP-01.18 CFM-03
Mengelola Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Phase
> Sudah
T Perencanaan . Pelaporan
a ) encuk
Penyediaan
» Bahan dan
Alat
>
o . L
a .| Regulasi, Koordinasi, | |
E MoU Sampling 7y YA
)
5 & TIDAK— Pengelolaan dan
3 %ﬂ N Pelayanan Uji
=~ Laboratorium
o oo
- £ Lingkungan Hidup
é Penyetoran
a Retribusi




Kode

: KBM.DLHKP-01.19 CFM-01

Nama : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

KBM.DLHKP-01.19 CFM-01
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Phase
Pemasangan papan Pelaksanaan
o Perencanaan .informa_f,i, Sosialisasi pendampingan dan
T \/\ > — —» informasi pencegahan penyuluhan Monev YA
o Inventarisasi pencemaran melalui pengendalian
data/ media elektronik dll pencemaran
» prioritas 2
o pelaksanaan
v 2 ;
T .g kegiatan
° & TIDAK—
Proses
—» Pengadaan
- TIDAK
o Barang/ Jasa
[a
b4
)
© Singkronisasi
§_ data prioritas
2 pencegahan
@ pencemaran




Kode : KBM.DLHKP-01.20 CFM-02
Nama : Melakukan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

KBM.DLHKP-01.20 CFM-02
Melakukan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Phase

o Perencanaan Pendampingan, Pelayanan
T Konsultasi dan Hibah
L > o > onitori
e Sosialisasi Pembangunan IPAL/ prasarana enttern YA

Inventarisasi 7'y penghentian pencemaran

data
> » pencemaran/ TIDAK
= Kerusakan LH
~ Kab/ Kota
5 TIDAK:
a
Proses
—» Pengadaan

o Barang/Jasa
a
4
)




Kode : KBM.DLHKP-01.21 CFM-01
Nama : Koordinasi, Sinkronisasi dalam Melaksanakan Rehabilitasi

KBM.DLHKP-01.21 CFM-01
Koordinasi, Sinkronisasi dalam Melaksanakan Rehabilitasi
Phase
Pengadaan Pelaksanaan pendampingan konservasi
[a
X (Perencanaan) > ibi > Sosialisasi —» In_wgkungan, kampung iklim, forum pegiat 'WYA Pelaporan
= Tanaman lingkungan/forum DAS/mangroove dan
Konservasi pengadaan sarpras tanaman konservasi
>
o
o
h4
T
|
a
Inventarisasi
<
a o Data
(%)) »
- Penataan
o
Lanskap
<
a
o
[a 8
< T TIDAK




Kode : KBM.DLHKP-01.22 CFM-02

Nama : Koordinasi, Sinkronisasi dalam melaksanakan Restorasi

KBM.DLHKP-01.22 CFM-02
Koordinasi, Sinkronisasi dalam melaksanakan Restorasi
Phase
Pelaksanaan fasiltiasi
o Perencanaan Pembinaan, sosialisasi dan N
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T
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~
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<
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a
= t TIDAK




Kode : KBM.DLHKP-01.23 CFM-01

Nama : Memberikan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

KBM.DLHKP-01.23 CFM-01
Memberikan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Phase

TIDAK

Melayani Izin Pemeriksanaan
Lingkungan —»  Dokumen

PKPLH

DLHKP
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Syarat Teknis
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dan Pembinaa

Rapat ||
Pembahasan

Tim Penilai
(OPD Terkait)

Fasilitasi | |
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DPMPTSP
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Dokumen
» PKPLH dan
Peryaratan
Teknis

Penanggungjawab
Usaha/ Kegiatan

Menyelesaikan
Proses Perijinan
Usaha/
Kegiatan




Kode : KBM.DLHKP-01.24 CFM 02
Nama : Melakukan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota

KBM.DLHKP-01.24 CFM-02
Melakukan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Phase
l TIDAK
erencanaan Pelaksanaan
% Anggaran Pemetaan Membuat Koordinasi tim Pengawasan NTolaness Koordinasi
= Operasional —» skala prioritas .—» pengawas (bisa ¥ & &8 YA® penerapan
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o
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2 Kab/ Kota
c wun
x (@©
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i




Kode : KBM.DLHKP-01.25 CMF-01

Nama : Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

KBM.DLHKP-01.25 CMF-01
Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Phase
TIDAK:
3 . Konfirmasi Penerbitan Laporan Hasil .P.em.bmaan'/ )
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Kode : KBM.DLHKP-01.26 CMF-02
Nama : Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan
Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

KBM.DLHKP-01.26 CMF-02
Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

Phase

TIDAK

A 4

Inventarisasi Data Penaatan Penyusunan Sanksi ematuhi
. . Koordinasi YA Laporan
PPLH yang masuk DLHKP Administrasi Aturan p
Penyelesaian

Sengketa
atau
Penyidikan LH
baik melalui
pengadilan/
tidak

DLHKP

Pengadilan




Kode : KBM.DLHKP-01.27 CMF-01

Nama : Melakukan Penilaian Terhadap Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi
Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KBM.DLHKP-01.27 CMF-01
Melakukan Penilaian Terhadap Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Phase
TIDAK
o Sosialisasi dan
T Pembinaan Giat Menentukan
A i ili Pemberian
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Kode : KBM.DLHKP-02.01 CFM-01

Nama : Melayani penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

KBM.DLHKP-02.01 CFM-01

Melayani penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan lkan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Phase
¢ TIDAK
7 Inventarisasi data Pelayanan . Penerbitan
T i Memenut
g pembudidaya ikan Pendaftaran P Pel(a)'ggan syarat YA dokumen Pelaporan
Kab/ Kota TDPIK TDPIK
I
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w
o
o
u- —_—
Z Pendaftaran | |
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Kode : KBM.DLHKP-02.02 CFM-01

Nama : Melaksanakan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

KBM.DLHKP.02.02 CFM-01
Melaksanakan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan lkan di Darat

Hasil

BAKUL
BENIH IKAN
I

Phase
TIDAK:
l TIDAK
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T Perencanaan/ > . Lahan, N
e Pemilihan Unit Pembibitan | »  Kelompok S:stai‘f YA

Lahan Rakyat,. pemplot Pembenih Ikan,
Pembibitan dll Pemasar dll

|_

<

< \ 4

2 Memberik
-z | | Memberikan|_
z < Percontohan
oD =

=2

]

>

&

Pemasaran




Kode : KBM.DLHKP-02.03 CFM 02
Nama : Melakukan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

KBM.DLHKP.02.03 CFM-02
Melakukan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan lkan di Darat

Phase

TIDAK:

gtrampilan
Pengetahuan
Berkembang

Inventarisasi Kelompok atau
SDM yang akan mendapat
pembinaan

DLHKP

—

Pelaksanaan

Pembinaan,
- P Pelatihén,
> Studi
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=
[NN]
o




Kode : KBM.DLHKP-02.04 CFM 03
Nama : Menjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

KBM.DLHKP.02.04 CFM-03
Menjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan lkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Phase)
TIDAK:
nventarisasi dat -
2 pembudidaya 59"’-'_(5' nen
5 ikan —» Penerima kriteria Serah
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Pengadaan Distribusi
—» Barang/
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e
o
4
)
E Penetapan SK
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e (Pokir)
T
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~ Penerima —
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Kode : KBM.DLHKP.02.05 CFM-04

Nama : Mengelola Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

KBM.DLHKP.02.05 CFM-04
Mengelola Kesehatan lkan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyakit lkan

KELOMPOK | PENYULUH

Phase
TIDAK
nventarisasi l
o data Penyakit N Pengambilan | Rekomendasi/
bV
I Ikan Sampel o Upaya @ YA
a Penyembuhan
dan Pencegahan
e
— (4]
I= % = Identifikasi
g S © | Penyakit —
Tew (Lab. KI)
LU -
Rekomendasi
N Temuan/
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Kode

Nama

: KBM.DLHKP-02.06 CFM-01
: Menyediakan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

KBM.DLHKP-02.06 CFM-01
Menyediakan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Phase

BPKPD

Aset Daerah

TIDAK
. Pengadaan
& Inventarisasi Prasarana
T Dokumen Sudah
a Perencanaan —> Usaha Sesuai
Penyediaan Perikanan ebutuhap
Prasarana Usaha Taneka
Perikanan tangkap, gkap
Proses
Penyediaan
—Pp
= Barang dan VA
o
o Jasa
)
Pencatatan
_’ -




Kode : KBM.DLHKP-02.07 CFM-02
Nama : Menjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

KBM.DLHKP-02.07 CFM-02
Menjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
Phase
—TIDAK
o Pengadaan
e Inventarisasi data Seleksi Sarana Usaha
= enangkapan ikan Hibah Tangkap
YA
=
< N Penetapan SK| |
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o
é Usulan
o —» Penerima Hibah
< (Musrenbang)
a Usulan
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Penerima
D
_> -
Z Hibah
a (Survey)




Kode : KBM.DLHKP-02.08 CFM-01

Nama : Peningkatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

KBM.DLHKP-02.08 CFM-01

Peningkatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Phase

DIKLAT | PERIKANAN

BALAI

TIDAK:
l TIDAK

o TIDAK

~ v

T

= . l Peningkatan

o <Perencanaan MaterD —> Kapasitas Nelayan
% Pelaksanaan
S Pelatihan/
- Bimtek/
o Pembinaan




Kode : KBM.DLHKP-02.09 CFM-02
Nama : Melaksanakan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

KBM.DLHKP-02.09 CFM-02
Melaksanakan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

Phase
TIDAK
o Fasilitasi Fasilitasi
= Pembentukan Pengembangan Stout sesiiai
a Perencanaan —> Kelembagaan —» Kelembagaan tpu'uan ) YA
Fasilitasi (KUB,RUKUN, (Konsultasi, J
Koperasi dll) Pendampingan dll)

Survey

PENYULUH
v




Kode : KBM.DLHKP-02.10 CFM-01

Nama : Memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

KBM.DLHKP-02.10 CFM-01
Memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan (TPI)

Phase

TIDAK:

nventarisasi SO
Penyelenggaraan
TPI

DLHKP
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TIMBAN [ NELAYAN

[ 5| Pelaksanaan
Lelang

JURU
LELANG

N Membayar
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LELANG

>

KASIR
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Kode : KBM.DLHKP-02.11 CFM-01
Nama : Memberikan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT

KBM.DLHKP-02.11 CFM-01
Memberikan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT

Phase
TIDAK
e Melayani
Fasiltasi Penyerahan
Inventarisasi SOP —» Pembuatan
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o
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Kode : KBM.DLHKP-03.01 CFM-01
Nama : Meningkatkan dan Mengawasi Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainya
yang Dapat Diusahakan dalam Kab/Kota

KBM.DLHKP-02.12 CFM-01
Meningkatkan dan Mengawasi Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
Lainnva vang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota
Phase
¢ TIDAK
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Kode : KBM.DLHKP-02.13 CFM-01
Nama : Melaksanakan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan
Kecil

KBM.DLHKP-02.13 CFM-01
Melaksanakan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

l TIDAK

Penyusunan/Adopsi
Dokumen Standar

Phase
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DLHKP
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Pembinaan
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Kode : KBM.DLHKP-02.14 CFM-01

Nama : Meningkatkan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

KBM.DLHKP-02.14 CFM-01

Meningkatkan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Phase
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Kode : KBM.DLHKP-02.15 CFM-02
Nama : Memberikan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

KBM.DLHKP-02.15 CFM-02
Memberikan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Phase
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